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MOTTO

"KEPERCAYAAN, INTEGRITAS, PROFESIONALISME, FOKUS DAN
KESEMPURNAAN ADALAH NILAI - NILAI KEHIDUPAN DAN
INTISARI SERTA TELAH MENJADI PEDOMAN DALAM
MEMBANGUN KINERJA, LAYANAN MAUPUN PRODUK UNTUK
MEMASUKI PERAN PENTING DALAM MENGARUNGI PASAR
GLOBAL, MERAIH MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK™
(2047, “Untaian Kata Bijak. Jakarta : PT. Bank Mandiri™)
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RINGKASAN

Penerbitan e/ektronic money di Indonesia memang bisa dibilang sudah
cukup lama. Llectronic money vang selama ini beredar di masyarakat adalah jenis
single purpose (satu macam transaksi) yang berwujud kartu debet atau yang biasa
dikenal dengan istilah kartu ATM (Auwtomathic Teller Machine | Anjungan Tunai
Mandin), kartu kredit, kartu telepon, kartu time zone. dll. Tetapi yang dimaksud
dengan electronic money disim bukan jenis karu yang telah disebut diatas,
melainkan adalah kartu yang mempunyai jenis multi purpose (kartu serba guma ). |
Penerbitan electronic meney ini didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat
yang kian beragam dan pada waktu yang sama masyarakat mengingmkan sebuah ’
kepraktisan, termasuk dalam hal melakukan transaksi. Model pembayaran dengan ‘
menggunakan Kartu ini cenderung diminati masyarakat Indonesia maupun manca |
negara, karena alat pembayaran dengan menggunakan kartu sejault ini dipandang
mempunyai banyak keuntungan, salah satunya adalah cfisiensi wakiu Maka dari
itulah, penerbatan elecrronic money ini coba dikembangkan di Indonesia.
Permasalshan yang akan dibahas adalah apakah pengaturan dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor @ 7/52PBL2005 temung Penyelengaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Mengpunakan Kartu telah cukup meng-cover
(mengatur) penerbitan electromic money (e-money) di Indonesia. apakah akibat
hukum yang timbul atas risiko penerbitan electronic money di Indonesia
Tujuan vang ingin  dicapai secarn umum adalah guna  memenuhi
persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Umversitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk
mengkaji dan menganalisa kedua permasalahan tersebut,
Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode bersifat vuridis
normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau kajian dan penjelasan tentang
pokok — pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan - ketentuan dalam
hukum posiul yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam
praktek. Sedangkan analisa data deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan,
metode yang digunakan adalah metode deduktif
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Digital Repository Universitas Jember

Penerbitan electronic money jemis mudti purpose (kanu serba guna) L
dapat diterbitkan oleh lembaga keuangan, Bank maupun lembaga non - Bank
yang memenuhi kriteria dan prasyarat tertentu dalam hal legal status, lokasi
kKantor, hubungan dekat, sumber daya yang cukup, serta kecocokan bidang usaha
Karakteristik dari electronic money adalah nilai uang tersimpan dalam e-money
akan berkurang pada saat digunakan untuk pembayaran, dapat digimakan untuk
berbagai jenis transaksi (multi purpose) Pembuatan kartu electronic money juga
harus memenuhi kriteria tertentu yang dimaksudkan untuk meminimalkan risiko
yvang dapat terjadi. Kriteria kartu yang dimaksud adalah menggunakan smart card.
yaitu kartu plastik dengan teknologi chip (chip-based), memiliki chip pada kartu
memiliki fungsi seperti mini komputer, proses yang terjadi pada saat melakukan
transaksi  pembayaran dengan e-money pada prinsipnya merupakan proses

penginman “electronic message” anara kartu dan terminal merchant, dengan
menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap terjadi transaksi,
maka aplikasi akan langsung mengurangi posisi saldo vang ada di kartu dan
menambah posisi saldo di mstrument merchant

Upaya yang dilakukan Bank Indonesin selaku pihak yang mempunyai
kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin bagi perusshaan yang mengajukan
permohonan sebagai perusahaan penerbit electronic money adalah memberikan
kriteria khusus bagi perusahaan non-Bank yang berupa berbadan hukum Indonesia
dalam bentuk Perscroan Terbatas (PT), dan memiliki pengalaman dan reputasi
baik dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar Single-purpose single merchant atay
Multi-purpose single merchant di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya pembuatan
peraturan perUndang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai electronic
moncy multi purpose untuk mengantisipasi segala risiko yang akan terjadi.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak manusia tidak dapat memenuhi keinginannya, muncullah sistem
barter yang merupakan solusi awal dimana dalam memenuhi kebutuhannya,
antara manusia satu dengan yang lainnva dapat melakukan tukar menukar baik
dalam bentuk barang dengan barang, barang dengan Jasa ataupun jasa dengan
Jasa. Kesulitan utama perekonomian barter adalah perlunya dipenuhi syarat-syarat
double coincidence of want (adanya persamaan kemnginan pada waktu yang sama
pula). Adanya syaral double coincidence of want (adanya persamaan keingman
pada waktu yang sama pula) ini menyebabkan perekonomian barter tidak efisien.
Kesulitan lainnya adalah tidak terdapatnya kesepakatan standar mengenai nilai
suatu barang. Maksud dani tidak terdapatnya kesepakatan standar mengenai nilas
suatu barang disini dikarenakan timbal balik dari barter terkadang dinilai tdak
seimbang menurut ukuran harpa.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam perekonomian barter ini,
dianggap kurang efisicn karena untuk suatu pemenuhan satu kebutuhan, SESCOmng
harus mendapatkan seseorang lain yang mau bersepakat untuk melakukan
transaksi tukar menukar dan untuk mencari orang yang mempunyai kehendak
yang sama terkadang memerlukan wakiu yang cukup lama. Untuk itulah manusia
mulai berpikir untuk menciptakan suatu alat tukar vang efisien, praktis, dan dapat
diterima oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itulah muncul istilah uang,

Uang mulai digunakan pada saat situasi perekonomian sudah sedemikian
berkembang dan perekonomian barter dinilai sudah tidak memadai lagi. Dalam
perekonomian barter dirasa tidak dapat diproduksi sendiri dan barang yang
dunginkan diperoleh dengan cara barter, yaitu pertukaran suatu barang atau
komoditi dengan barang lain secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang
bersangkutan. Ulang disini adalah sesuatu hal yang dapat ditennma secara umum
dan juga dapat digunakan dalam bertransaksi baik dalam hal pembayaran maupun
transaksi perdagangan lainnya
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Adapun fungsi vang adalah :

1. Uang sebagai unit perhitungan
“Bahwa dalam ckonomi barter tidak akan ada hal seperti harga vang kita
kenal”. Bila kita bertanya harga sesuatu, maka setiap orang mengeri
balwa apa yang dimaksud dengan itu ialah harga rupiah.
Uang sebagai alat tukar
Uang adalah daya beli (purchasing power) yang digeneralisir, dijadikan

bd

umum sifatnya. Ciri khas seperti im disebut alat tukar atau fungsi alat

tukar.

3. Uang sebagai gudang nilai (store of value)

Sebagian besar berasal dari fungsi alat tukar, ialah bahwa uang itu

bertujuan sebagai gudang mlai, bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar,

baik sepanjang waktu maupun sewaktu-wakiu.
4. Uang sebagai standard atau ukuran pembayaran yang ditunda (a standard
of deferred payment)

Im hanya merupakan cara fantasi untuk mengatakan bahwa hutang-hutang

dinyatakan dengan vang (Dudley G. Luckett, 1983 . 254 )

Perkembangan mekanisme pembayaran, sekarang dan prospek masa depan
berkaman dengan kemajuan teknologi komputer yang belakangan ini dan
pertumbubannya kian pesat yang tercermm dalam pengguna kartu (kredit) bagi
sebagian orang, memben kesan bahwa seperti uang logam dan kertas yang lambat
laun melahirkan tipe mekanisme pembayaran lain (Stepen M. Goldfelt dan Lester
V. Chandler:31). Dengan semakin meningkatnya kualitas pola pikir manusia,
membuat perkembangan teknologi informasi juga semakin berkembang dan
mengalami kecanggihan dan kemajuan yang cukup pesat Perkembangan vang
demikian tentu saja dikarenakan oleh semakin kompleknya kebutuhan manusia
akan banyak hal. Namun sayangnya, dengan semakin majunya teknologi di dunia,
terdapat  pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk
melakukan suatu kejahatan disamping kejahatan bersifat konvensional. Kejahatan-
kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi seperti itu belum dapat
sepenuhnya ter-cover oleh sistem hukum yang ada di Indonesia, misalnya apabila
terjadi tindakan pembobolan kartu kredit

-SSR
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Fenomena-fenomena seperti itulah vang mendorong manusia untuk lebih
meningkatkan pengamanan termasuk dalam hal penyimpanan uang. Unmk
memenuhi (untutan masyarakat dalam keamanan penyimpanan dan kepraktisan
penggunaan uang, banyak diciptakan sarana pembayaran retail secara elektronik.
Sarana pembayaran retail secara elektronik yang dewasa ini sedang banyak diuji
coba atau diimplementasikan di beberapa negara di dunia adalah prepaid or store
value payment mechanism (pembayaran di muka atau mekanisme pembayaran
dengan nilai nominal uang yang disimpan) vang pelaksanaan transaksinya
menggunakan jaringan komputer atau kadang-kadang dikenal juga dengan
network-based or software-based product dan multi purpose prepaid cards (kartu
serba guna yang pembayarannya dilakukan di muka) atau kadang-kadang dikenal
juga dengan nama electronic purse (dompet elektronik) atau stored value cards
(kartu yang menyimpan nilai) atau card-based products (produk yang didasarkan
pada kartu). Kedua sarana pembayaran elektronik tersebut dewasa ini lebil
dikenal dengan nama electronic money. Dalam perkembangannya, multi purpose
prepaid cards (kartu serba guna yang pembayarannya di muka) atau card-based
product (produk yang didasarkan pada kartu) lebih berkembany dibandingkan
dengan network-based products atan software-based products  sebagaimana
tergambar dan jenis electronic money yang dikenal di beberapa negara di dunia.
(Paper Bank Indonesia, 2006 : 1)

Pada saat electronic money mulsi berkembang luas di berbagai negara di
dunia sebagai sarana pembayaran retail secara elektronik, berbagai macam isu
penting muncul ke permukaan, diantaranya isu mengenm dampak electronic
maoney terhadap formulasi kebijakan moneter dan termasuk isu adanya penurunan
uang beredar, cakupan tanggung jawab pengawasan oleh bank sentral, tanggung
Jawab penerbit berkaitan dengan nsiko finansial yang mungkin dihadapi oleh
konsumen atau pengguna dan isu-isu hukum seputar perlindungan konsumen dan
merchants, pengaturan electronic money dalam peraturan perundang-undangan,
keamanan bertransaksi dan lain-lain. Sementara itu, isu-isu vang dikembangkan
oleh the Commitree on Payment and Settlement System of the Central Banks of the
Group of Ten Coumtries (suatu komite mengenal sistem  pembayaran  dan
penyelesaian akhir transaksi yang diikuti oleh Bank Sentral sepuluh negara)

I
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meliputi  ©  kebijakan moneter, pengaturan  electromic money  dalam
ketentuan/peraturan  perundang-undangan, refevant security, institusi yang
berwenang untuk menerbitkan elecironic money, fungsi pengawasan bank sentral.
1su penegakan hukum, isu apakah elecironic money dapat digunakan di negara
lam dan isu lamnnya diantaranya perlindungan konsumen.

Electronic money berupa multi purpose prepaid card (kartu serba guna
yang pembayarannya dilakukan di muka) belum berkembang di Indonesia karena
belum ada kejelasan mengenai aturan main vang berlaky bagi operasional
electronic money it sendiri baik dan segi aspek teknis seperti keamanan
penggunaan kartu, mekanisme, batasan nilai nominal yang dapat disimpan dalam
kartu, maupun aspek hukum yang meliputi diantaranya perlindungan konsumen
bagi pengguna elecironic money dan merchants ( pedagang), perlindungan
kerahasiaan data pemegang kartu, penyelesaian sengketa dan lain sebapainya
Beberapa prepaid card (kartu yang pembayarannya dilakukan di muka) atau kartu
pra bayar yang saat ini beredar di Indonesia pada umumnya masih bersifiat single
purpose (hanya dapast digunakan di satu macam transaksi) atau hanva dapat
dipergunakan di outlet produk/jasa-jasa vang ditawarkan atau diberikan oleh
perusahaan yang menerbitkan kartu tersebut. Misalkan kartu t#me zome. dan lain
sebagainya.

Electronte money juga merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan
oleh Bank Indonesia untuk memperkecil biaya-biaya yang dikeluarkan dalam
pembuatan vang kartal atau uang logam dan uang kertas. Biaya-biaya yang paling
Jelas untuk mekanisme pembayaran adalah biaya untuk memprodukst vang logam
dan kertas, biaya distribusi dan penyimpanan mata uang dan biaya untuk
melakukan kliring cek. Disamping itu, biaya juga digunakan dalam pencetakan
mata vang dan memenuhi kebutuhan akan mesin kas dan kotak uang untuk
menyimpan persediaan mata uang.  Sebelum  memberlakukan penggunaan
electronte money di Indonesia, banyak hal yang perlu dipersiapkan yang salah
satunya adalah mengenai peraturan  perundang-undangan yang merupakan
komponen penting yang merupakan dasar pijakan/landasan suatu keputusan dalam
melaksanakan segala mekanisme yang berkaitan dengan  electronic money

T
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maupun apabila nantinya terjadi suatn wanprestasi yang titik kesalahannva lebih
mengarah kepada penerbit.

Mencermati permasalahan tersebut, penulis menganalisa dalam sebuah
skripsi dengan judul Kajian Yuridis Penerbitan Electronic Money (E-Money)
Dalam Perspektif Hukum Sistem Pembayaran di Indonesia (Studi Penelitian
Pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat),

1.2 Rumusan Permasalahan
Berpijak pada latar belakang dialas, penulis merumuskan permasalahan
sebagai berikut:

I. Apakah pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor © 7/52/PBL/2005
lentang Penyelengaraan Kegialan Alat Pembayaran dengan Menggunakan
Kartu telah cukup meng-cover (mengatur) penerbitan electronic money (e-
money) di Indonesia?

2. Apakah akibat hukum yang timbul atas risiko penerbitan electronic money di

Indonesia (berkaitan dengan manajemen risiko)?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi i memiliki dua tujuan wtama vang hendak dicapai,
yailu tujuan umum dan wjuan khusus. Penulis MEMpennc!  Masing-masing
sebagai suatu tujuan yang lebih teknis.
1.3.1 Tujuan Umum

Tupuan umum yang dibarapkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:
I. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi lImu Hukum dan

mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Hukum Universitas Jember:

P

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah
diperoleh dari perkuliahan dengan prakik yang terjadi dalam kehidupan
bermasyarakat;
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada Alma Mater.
1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan
dengan objek studi, dengan pembahasan yang ada bertujuan’

e
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I. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah pengaturan vang terdapat dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PB1/2005 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu telah cukup meng-
cover (mengatur) rencana penerbitan electronic money di Indonesia;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah akibat hukum vang mungkin timbul

atas resiko pelaksanaan electronic money nantinya.

1.4 Manfaat Penulisan
Manfaat vang dapat diperoleh dan penulisan skripsi ini adalah:

. Untuk memperkaya wacana akademis dalam lapangan Hukum Perbankan;

2. Memberikan kepastian hukum atas resiko vang mungkin timbul dan terjadi
Jika electronic money diterapkan di Indonesia yang sejauh ini belum memilik
kepastian hukum untuk menindak lanjuti kejahatan dengan sarana elektronik;

3. Scbagai referensi bagi berbagai pihak dalam menganalisis dan membahas

electronic money

1.5 Metode Penulisan

Suatu penelittan mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang
dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji
kebenaran  serta  menjalankan prosedur dengan  benar, schingga dapal
dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang
mendekati  kesempurnaan dengan tingkat kebenaran vang optimal. Adapun
metode yang dipergunakan sebaga berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan
perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual  (Statute  Approach  and
Ceonceptual Approach). Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004,
peraturan  perundang-undangn adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat vang berwenang dan mengikat secara umum. Dari
pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai
statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan
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perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan
regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 96)

Penelitian untuk karya akademik pada level teori dapal saja tidak
menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mungkin belum ada
ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu
hukum yang diajukan. Jika hal yang semacam itu terjadi, sudah barang tentu
pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tersebut bukan pendekatan
perundang-undangan, melainkan pendekatan konseptual karena isu sentral yang
diajukan fersebut dalam ruang lingkup konseptual. (Peter Mahmud Marzuki,
2005:96). Maka dari itu, dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Stamte Approach and
Conseptual Approach), karena materi yang penulis angkat dalam penulisan 1mi
masih merupakan suatu isu sentral, dan disamping itu, belum ada suatu peraturan
perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang electronic money, Dan
disist lan, dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan mi adalah
beberapa peraturan perundang-undangan vang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank
Indonesia, berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI),

1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai langkah awal, dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer adalah
perundang-undungan, catatan-catatan resmi atau nsalsh dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum
sekunder, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jumal-jumal hukum, dan kometar-komentar atas putusan
pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)
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1.5.3 Analisa Bahan Hukum
Setelah bahan hukum diperoleh, maka dilakukan analisis dengan cara :

l. Mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendiskripsikan isi Peraturan
Bank Indonesia dan pendapat para ahli hukum terkait dengan persoalan
electronic money:,

2. Mensistematikakan ketentuan vang ada dalam Undang-undang perbankan
untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifut umum terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas.
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BAB IL. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian
2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata ltalia hanco yang artinya bangku. Bangku inilah
yang dipergunakan olch bankir untuk melayam kegiatan operasional bank kepada
para nasabah. Istilah hanco kemudian populer menjadi bank bank termasuk
perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa
kepada masyarakat.

Pasal | angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk-bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
menimgkatkan tarafl hidup rakyat banyak.

Detfinisi bank menurut para ahli bidang perbankan mempunyai hakekat
yang sama meskipun dilihat dan berbagai tinjauan. Pendapat tersebut adalah -

“Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan dalam menjual
belikan mata uvang, surat efek dan instrumen-instrumen vang dapat
diperdagangkan, peneriumaan deposito, untuk memudahkan
penyimpanannya dan untuk mendapatkan pinjaman dengan atau tanpa
barang-barang tanggungan penerimaan uang yang ditempatkan atay
diserahkan untuk disimpan” (Abdulrahman dalam Sentosa Sembiring,
2000: 1)

Pendapat lam menyatakan bahwa -

* Bank merupakan salah satu lembaga keuangan vang bertujuan
memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan
baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana vang dipercavakan oleh
pihak ketiga maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru
berupa uang giral” (O, P. Simonangkir dalam Sentosa Sembiring, 2000 1)
Meninjau pengertian diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan
disim bahwa bank adalah badan usaha vang berbadan vuridis, badan hukum
merupakan subyck hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga,
schingga bank dapat mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Perikatan yang
dilakukan pihak bank dengan pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip kehati-

9
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hatian. Dan disamping itu bank juga dapat memproduksi dan menawarkan produk
bank kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Lembaga Bukan Bank

Pengertian lembaga bukan bank menunut Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang memiliki kegiatan di
bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat,
terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa
pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi
pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnva,
Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara |
tidak langsung atau hanya melalui bentuk kertas berharga, pinjaman atau kredit
atau penyertaan. Lembaga bukan bank terdin dari : pasar modal, multfinance,
dana pensiun, asuransi, dan lain-lain,

2.1.3 Pengertian Electronic Money

E-money is a stored value or prepaid product in which a record of the
Jounds or value available to the consumer is stored on an electronic device in the
consumer's possession (merupakan produk siored value atan prabayar dimana
sejumlah nilai vang disimpan dalam suatu media elektronik vang dimilika
sescorang) (BIS, Implication for Central Bank of the Development of Electronic
Money dalam Paper Bank Indonesia, 1996), Electronic money products are
intended 1o be used as a general, multipurpose means of payment in contrast to
the many existing single purpose prepaid card products (merupakan produk uang
clektronik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran wmum,
yang serbaguna yang berlawanan dengan yang digunakan banyak orang, yang
pembayarannya dilakukan di muka pada produk kartu) (Bank for International
Settlement, 2004 - 2),

Nilai vang dalam clectronic money dapat berkurang pada saat digunakan
untuk pembayaran, Dapat digunakan untuk 1 (satu) Jemis transaksi saja yang

I
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dikenal sebagai single purpose dan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis
transaksi yang dikenal sebagai muiti-purpose. Berbeda dengan electronic card-
hased lamnya (kartu kredit dan kartu debet) yang merupakan access products
yaitu merupakan media untuk melakukan akses otorisasi secara on-fine untuk
melakukan  perintah pembavaran atas beban rekening nasabah, disini tidak
terdapat pencatatan dana pada kartu, dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan
bauk, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran,
selain itu pembayaran harus dilakukan secara on-line (verifikasi langsung oleh
issuer). Sedangkan dalam electronic money yang merupakan strored value
product terdapat pencatatan dana pada kartu, dana yang tercatat dalam e-money
sepenuhnya berada dalam penguasaan cosmumers dan transaksi dapat dilakukan
secara aff-line (venifikasi cukup di point of sales merchant).

2.1.4 Pengertian Sistem Pembayaran

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 1
angka 6, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat
aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan
pemindahan dana puna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suaty
kegiatan ekonomi.

2.1.5 Pengertian Single Purpose Prepaid Card

Single purpose prepaid card dalam Peraturan Bank Indonesia nomor
T/S2/PBU2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu, termasuk dalam jenis kartu prabayar. Kartu prabayar vang
dimaksud disini adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang
diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahuly sejumlah uang kepada penerhit,
baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut
dimasukkan menjadi nilar uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan rupiah
atau dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang digunakan untuk

melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai
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uang pada kartu tersebut. (PBI No.7/52/PB1/2005 tentang APMK, pasal | angka
7).

Sedangkan kartu prabayar single purpose adalah karm prabayar yang
digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dan saru
Jenis transaksi ekonomi, misalnya kartu prabayar yang hanya dapat digunakan
untuk pembayaran tol atau kartu prabayar yang hanya dapat digunakan untuk
pembayaran transportasi umum (PBI APMK pasal 1 angka 8) Kartu prabayar
single purpose ini ada yang dapat diisi ulang kembali seperti ticket masuk jalan
tol, kartu jenis ini tidak dapat dipakai untuk 2 (dua) jenis transaksi. Kartu prabayar
single purpose ini hanya dapat digunakan untuk | (satu) jenis transaksi saja. dan
tidak dapat dipergunakan sekaligus untuk transaksi yang lainnya.

2.1.6 Pengertian Multi Purpose Prepaid Card

Multi purpose prepaid card atau juga kartu prabayar multi fungsi adalah
kartu prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban
yang timbul dan berbagai jenis iransaksi ckonomi, misalkan kartu prabayar vang
dapat digunakan untuk pembayaran tol, telefon, transportasi umum dan untuk
belanja. Kartu prabayar multi-purpose dapat digunakan idak hanya dalam | (satu)
macam transaksi saja, tapi kartu ini dapat digunakan lebih dari | (satu) macam
transaksi sekaligus (paper Bank Indonesia, 2006 - 7). Salah satu bentuk kartu
prabayar multi purpose adalah seperti yang terdapat di negara Hongkong, vang
salah satunya bernama “Octopus Card”, yang memiliki karakteristik sebagai
berikut (paper Bank Indonesia, 2006 - 8) -

a. Dapat dusi dengan milai uang sampai dengan HKD 1.000 (USD 129),

b. Diterbitkan oleh creative star limited (CSL), yang merupakan sebuah
perusahaan jasa transporiasi yang telah diberikan status sebagai special
purpose deposit talking company berdasarkan the hanking ordinance.,

¢ Selain dapat digunakan untwk melakukan transaksi vang berhubungan
dengan transportasi, dapat juga digunakan untuk melakukan transaksi di
convenience store (toko yang menjual makanan dan minuman, surat kabar,
dil, dan sermg buka 24 jam), vending machine, ticketing machine, fast

Jood restaurant, woko roti, kolam renang umum, pusat-pusat rekreas:, dil.
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Saat ini ada 16.000 (enam belas ribu) merchant terminal vang menerima

transaksi menggunakan octopus card.

d. Tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer ke pemegang kartu
lamnya.

¢. Pada akhir tahun 2001, octapus card telah mencapai 7.4 juta kartu dengan
transaksi perharinya mencapai 6 juta transaksi.

Octopus card is an electronic payment system using a coniactless smari
card trademarked as “Octopus card”. Each Octopus has a built-in microchip
containing an electronic purse and several other applications which can
accurately record card holders transaction details. Simply wave Octopus cards
over an Octopus reader and the correct amount will be deducated from the card
automatically, without the need for lovse change (COctopus card adalah suatu
sistem pembayaran elektronik yang menggunakan suatu smart card trademarked
contactless schagai “kartu Octopus”. Masing-masing “Octopus”™ mempunyal suatu
bialt-in microchip yang berisi suatu dompet elektronik dan beberapa aplikasi lain
yang mana dapat dengan telit merekam cardholders detil transaksi. Sederhananya
dalam alat pembaca pada kartu Octopus dan dalam jumlah benar akan dikurang
dan kartu secara otomats, tanpa kebutuhan akan perubahan lepas). (Paper Bank
Indonesia tentang “Octopus Card” - 2),

2.1.7 Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi dalam bahasa Belanda alah wanprestatie yang berarti
tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan
yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-
undang. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban vang telah ditetapkan
dalam perikatan atau yang biasa disebut dengan prestasi dapat berwujud -
a. Memberikan sesuatu,
b. Berbuat sesuatu;
¢. Tdak berbuat sesuatu
Ada 2 (dua) alasan yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban, yaitu:
a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
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b. Karena keadaan memaksa (force majeur atan overmacht) atau diluar
kehendak debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Kriteria yang menentukan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi
antara lain :

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
Debitur tidak memenuhi kewajiban yangtelah disanggupinva untuk memenuhi
dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan
Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang

b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
Debitur melaksanakan atau memenuhi apa vang diperjanjikan atau apa vang
ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinva menurut
kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang
ditetapkan Undang-undang.

. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, wakiu vang ditetapkan dalam
perjanjian tidak dipenuhi (Abdulkadir Muhammad, 1992:21)

Pendapat lain menambahkan satu keadaan lagi vang dapat menentukan
debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi, vaitu melakukan
sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukannya (R, Subekti, 1985-:45). Sebelum
debitur dinyatakan wanprestasi biasanya pihak kreditur memberikan surat atau
teguran  kepada debitur. Suatu perintah atau teguran ini bertujuan untuk
memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya. Seperti yvang tertuang dalam
pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, * Si berutang adalah lalai, apabila ia
dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinvatakan lalai, atau
demi perikatannya sendin, ialah jika i menctapkan bahwa si berhutang harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Debitur yang sudah diperingatkan atau sudah tegas ditagih janjinya, tetapi
tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa
dan terhadapnya dapat diberlakukan sanksi - sanksi (R. Subekti, 1985:47). Sanksi

sanksi yang dapat diberikan kepada debitur yang wanprestasi adalah .
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur
(pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua penkatan |

T
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b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dan satu pihak
memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk membatalkan atau
memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUH Perdata):

¢. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi { pasal 1237
ayal (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk
memberikan sesuatu;

d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 18] avat
(1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan
dalam perkara. Ketentuan im berlaku untuk semua perikatan:

€. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian
disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).
Ketentuan i berlaku uniuk semua perikatan (Abdulkadir Muhammad,
1992:24),

Kreditur dapat memlih sanksi-sanksi dari beberapa kemungkinan tuntutan

di atas, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata, yaiu

4, Pemenuhan perjanjian;

b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

¢.  Ganti rug: saja,

d.  Pembatalan perjanjian;

¢. Pembatalan disertai ganti rugi (R Subekti, 1985:53)

2.1 Peraturan Perundang-undangan
Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan dasar hukum dan peraturan
perundang-undangan dalam melandasinya, peraturan perundang-undangan yang
melandasinya antara lain ;
2.2.1 Undang — Uniing Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana diubah dengan Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998

Beberapa pasal utama yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah -

a Pasal 1 angka 2 menyatakan

Bank adalah badan usaha vang menghimpun dana dar masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannva kepada masvarakat dalam bentuk

I
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BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut -

1. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/52/PBL2005 tanggal 28
Desember 2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
No.6/30/PBL/2004 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
yang diantaranya secara umum mengatur mengenai pihak-pihak vang dapat
menerbitkan electronic money, persyaratan sebagai penerbit electronic maoney,
kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan dan pengawasan, manajemen
nsiko dan keamanan transaksi dengan menggunakan electronic money (kartu
prabayar), teryata belum mengatur secara komperchensif kegiatan electronic
money di Indonesia karena belum mengatur berbagai aspek hukum lainnva
scperti aspek perfindungan konsumen bagi pemegang kartu dan merchanis,
perlindungan kerahasiaan data konsumen. penyelesaian sengketa vang timbul
dalam kegiatan electronic money dan lain schagainya Belum adanya
Kepastian hukum untuk memben perlindungan kepada konsumen electromic
money. Yang pada intinya bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor -
T/SVPBI2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan
Menggunakan Kartu belum cukup meng-cover (mengatur) penerbitan
electronic money (e-money) di Indonesia.

2. Akibat hukum yang timbul atas risiko penerbitan electronic money (e- money)
adalah perlu adanya regulasi yang berisi tentang pegaturan secara spesifik dan
komplek mengenai electronic money itu sendini, serta terjadinya kekacauan
hukum karena apabila terjadi permasalahan seiring dengan penerbitan
electrome money (misalnya - konsumen atas kehilangan atau kerugian vang
diterima oleh konsumen karena kelemahan sistem pada alat e-money).

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

INIVERSITAS JEMBER
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4.2 Saran

1

Pl

Saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah

Bank Indonesia perlu membuat peraturan atau bahkan Undang-undang yang
berisi tentang pengaturan secara tegas tentang electronic money sebagai tanda
kesiapan hukum dalam penerbitan electronic money sebagai alat pembayaran
yang sah dalam sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini mengingat belum
adanya regulasi yang dapat meng-cover perihal penerbitan electronic money.
Adanya risiko-risiko yang dihadapi baik oleh penerbit (issuer), konsumen
maupun pedagang (merchant), dapat menjadi pertimbangan pihak Bank
Indonesia akan perlu dibuatnya peraturan mengenai penerapan manajemen
risiko bagi penerbit (issuer) elecironic money, baik bank maupun lembaga
selain bank. Pengaturan tersebut juga terhadap penegasan-pencgasan tentang
prosedur dan tata cara menjadi penerbit (isswer), pencgasan tentang apakah
konsumen yang kehilangan kartu e-money dapat melakukan pemblokiran
kartu, apakah konsumen juga dapat melakukan compiam atas kerugian yang
diterima yang diakibatkan oleh kesalahan sistem mesin penerbit, dil
Disamping itu, penulis juga menyarankan akan pentingnya pensosialisasian
tentang apa yang dimaksud dengan e-money, agar e-maney dapat diterima oleh
masyarakat luas (bukan hanva oleh kalangan tertentu), mengingat e-money
akan difungsikan scbagai vang atau sama dengan uang dalam sistem
pembayaran di Indonesia

e


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR BACAAN

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan., PT. Citra Aditva Bakn,
Bandung,

Ade Arthesa, dkk. 2006, Bank dan Lembaga Kemangan Bukan Bank. Indeks.
Indonesia;

Aulia Fand, dkk, 2002, Impact of It Revolution on the Financial Structure of the
Seacen Countries : Challenges Facing Central Banks, The SEACEN
Centre, Kuala Lumpur, Malaysia;

Committee on Payment and Settlement Systems, 2004, Survey of Developments in
Llectromc Money and Internet and Mobile Payments, Bank for International
Settlements (BIS), Switzerland,

Dudley G. Luckett, 1983, Uang dun Perbankan, Erlangga;

Djohanputro Bramantyo, 2004, Risiko Terintegrasi, Memastikan Keamanan dan
Kelanggengan Perusahaan Anda, PT. Tkrar Mandiriabadi, Jakarta:

European Central Bank, 2003, Electronic Momney System Security Objective,
Accordmg to the Common Criteria Methodology. European Central Bank,
Frankfurt am Maimn Germany,

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, Pedoman Penulisan Proposal
Penelitian dan Skripsi. Jember;

Marzuki Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana. Surabava;

R. Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:

Sentosa Sembirmg, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung;

Tim Penulis DPmB 2, 2001, Kapita Selekta, On Site Supervisory Presence :
Pendekatan Baru Pengawasan Bank Berbasis Risiko, Jakarta

Undang - Undang :

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah
dengan Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana
diubah dengan Undang — Undang Nomor 3 Tahun 2004;

47

T 00


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

—
=

epository Universitas Jembper 48

"~ - = ~
Jiglital

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2003:

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005
tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
Kartu ( APMK);

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005
perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan APMK;

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005
perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan
Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan APMK, yang kemudian diatur
dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 8/ 18/DASP tanggal 23 agustus
2006 penhal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 7/60/DASP
tanggal 30 Desember 2005 perhal Prinsip Perlindungan Nasabah dan
Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penvelengparaan
Kegatan APMEK

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/61/DASP tanggal 30 Desember 2005
penhal Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Jurnal dan Lain-lain :

Paper Bank Indonesia = Efectronic Money (d/r IKU Inisiauf “Kebijakan Dalam
Upava Mendorong Peningkatan Penggunaan Pembavaran Non-Tunai di
Indonesia™), Biro PSPN - 2006:

Paper Tim Moneter Bank Indonesia, 2006, Tinjauan Aspek Hukum
Penyelenggaraan Llectronic Money, Jakana

Hasil Wawancara dengan Beberapa Orang dari Direktorat Akunting dan Sistemn
Pembayaran, Bank Indonesia, Jakarta

e ——



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran |

Lampiran [1
Lampiran [1]
Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran V1
| ampiran V1
Lampiran VIII

Lampiran [X

Lampiran X
Lampiran XI|
Lampiran XII
Lampiran XII1
Lampiran X1V

Lampiran XV

DAFTAR LAMPIRAN

: Octopus Card
: Octopus Product and Services
: Sold Octopus

- Pengajuan Permohonan Persetujuan Atas Penyelengparaan

Kegiatan APMK

- Laporan Bulanan Principal
- Laporan Bulanan Penerbit Kartu Prabayar
. Laporan Bulanan /romud

Laporan Bulanan Tukar Menukar Informasi Data
Pemegang Kartu Antar Penerbit

Laporan Triwulan Penanganan dan Penyelesaian
Pengaduan Nasabah Lembaga Selam Bank

: Pengaduan yang Diselesaikan dalam Masa | aporan

Penyebab Pengaduan

- Publikasi Negatif
- Laporan Bulanan Aquirer

Laporan Triwulan Penyelenggars Kliring  dan/atay
Penyelesaian Akhir APMK

- Laporan Triwulan Perusahaan Swirching

49



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

900z uenuep ‘epeyep
dSdd Wil -jeuciseN ueiefequiag waysig :um:EEnu:wa E_m
:EumuaEwn_ E@E_m uep m:_ucnx(. .._Eot_w.__m o !

-
-
=
=%
-

Ty

‘_w_mmw mh:r i\



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 2

0 aos_uo._n_ w:aBoO



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 3

‘8|qepunial

uou siI spied auy)

uo anjeA bulurewsals Auy
'8Sh al10jaq pJed

8y} peo| Jshw Japjoy
pJed &})isodap ou sp|oH

sndojoQ |eloadg

sndojoQ p|oS


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 4

mArqRl] nuey
uep pary nuey ‘12qa(]

yeueLs disuud
UB{IRSEpIaq umEiEay umynyeiaw

ueseARquID WASIS Uep Fununyy yelonEpNg ey WLV nuwy | Bued sueg weps eSequwey | 7
= qeLRAS BYEsn U] -
BQRL] nUwY
UEp Upary mwy 1993 geueAs wnmm yued -
YeURAS UBNURGHD ] 1RIOTYIN(] _ nuey ALY mrey ueg | |
qeLels
Iedpqeid nuey
uep ‘Hparny mue)y 1943
weseARquy wWNsI§ uep Funumyy 1RIopRIg nuey WiV nuey yueq ureag efequay |
uerelequuad wastg uvp Sunumyy 1esonfaIIq TeArqeld nuey
URIBABQUID 2SI UEp Sununyy 1RIODRI] 1pany] nuey
weieARqUId WASIS Uep Bununyy 1etonpRIiq 122 (] ey
uereARquia g walsig Uep Sununyy JeIonfan(q
e WLy nuey ueiqouad  oenfmesiad  ueypedepusw WLV
| UE[A19s  UBUBQI3J ISEULIOJU] UBp UPUIZUDJ 1BJOV§aN(] | wrsopy ueisesadoSuag -
ueieABquag was1g uep Sununyy jRIopRI | W1V ey meiqiuay -
WLY nuey yueg | |

S00T 123 og [e80Ue) SV 66/L ON S uedidwe ]



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 3

()

{mypumiy] |

() |

N T
Jlsyem)

LIgSuY NLYYA

........ “1d

TVdISNIEd NYNVINE NVEOdYT

| Uelndwen

G002 Jequaseq Qf TeFFuel dSVQ/ L9 /L *ON S UsJjdmeT


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 6

9 Z uedjdwen

(e eped Suen U (Equey umefiued) o0 00 srePLLE) YEDLL .

L ._.._....___+._..:_......“ —

HYAVEVH NLYYM LIGN3INId NYNYINE NVHOdY

500Z Joaquese( (f TEEBuBL JSWQ / L9 /L "oN S5 ueayduen



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 7

w0
s ] (b . B (umpnqes] efuup| g
e === b= i SEQUaD( UBUnoued| #
[—— - = | ey BusBewad swueyp weps miEnl €
e unog news Bueyy Busimpenf 7
Tl nsmd mumy| |
e 3 g
------------------------ -ht
anvd<d NYNYINE NYHOdY T

£ uesdwen

S002 Jequaeaq (f TESBUEL 4SV4 / 19 /L "ON 35 usJjdwme]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 8

Bumy e 181 3AUSOd ‘T

............................ ‘1d
LISY3INId ¥V.LINY
NLEVY ONVOINId V.IVA ISVIWHONI ¥VYNNIN HVINL NVYNVINE NVNOdY1

 uesidweq

5002 Jagqussg Qf TeFduel 4SVa / L9 /L "ON H5 usaydueq



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

¢

L !
=
g
-A
=
o

ANVE NIVI3S vOVENI

HYEVEVN NYNOVONId NYIVSI13ANId NYO NYNYONYNId

L'9 uesdwe NVYNVINMIML NYHOdY ]

S002 Jaqmeeag Qf [EFSUSL JSVA / L9 /L "ON §5 ueapdmen]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

W

=

=

g

a.

=

: P e
W T w04 qng
e e —
I uREssaiued sesoxd Weep Duspeg
[ e T ] (3H OF Spew) ryem vebusiuedied uRbuaD URYPSSESH Ysw|
PRl e O (3H 0Z s4ww) npem usbusfusdaed sdus; Usyesses)D Lum L

uwiodwieg spousg wejep wwueyg Buwk uenpebueg
PR e, 104 qng
e ———
Biie il uRIESe@ALed 59501 Wwep Buspeg
wiEgaE (3H 0¥ ‘yEw) mxewm usbusiueded VEtusp USY ESeNEIR Ue®,
TR D4 02 ‘o) mpyam LnBusiuadied sdum usyEssES(p Yo,
vduwnjeqeg urioduiey apopsg eped wwpeyq Buwk uenpebueg
yspunp
Z'9 uesdwe

500z Jequesaq pf Te¥PUSL JSVA / L9 /L "ON S ueJydeeT]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 11

€0 uendwe-y

(uEynges) miuuiey '8

umjusgied euenid yepui| g

WuRg URmEEYy

ueqeseyu LmeEEy 3
Ehirihingﬂhcgn g

Miod Wewked | w1y usyesrusy / uenbiues &

[suliop) iBojouye) weiss uep 1eyBuesed Usesnusy / uentBuss ¢
epEwew Buminy ¥npoud EewwUcL) 7

Uegesey usic NNDoud Nnsiepeiey usiLByFUS S ‘|

HIHTT

ymjny

S00¢ 43quasaq Of Te®FuRL 4SYd / L9 /L “ON ZE ueJTdme]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 12

b9 uendwen

e ——
P - T, TR
Yywjwng
% | e i R
+ - T
T =y s -

{umnges) sluue

LniLn yedwe) 1p USSIg / SEiand &
Sluomyem Bpell usnd]

TP EpEL WYL 2

E!:E!E-ntniﬂuu:ra_.ﬁu?n& i

5002 Jaqueseq Qf TEFBUEL 4sv¥a / L9 /L "ON IS5 umdjdume)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i
=
=
=
B
WiE| lQJeusd UBOBSBU UBD [SHESURY
eAuey umpodep Gues jsyesuen exew ‘yqueusy 1efeqes yepupeq eSn/ Jaunboy By Wweeq (,
uebursmiay
IElIN ‘g
_yBpung e
(Gw) l ISHVSNWVHEL | ¢
YWVSVIEINIE DNVA LNYHOSIN HY NN 4
() MLy
(Hun) HZANIH] 9
{uun) 203 ®
NIS3W HYTINNM L
S ] et rpg Sstssomrasismsssssrsaves :300/83d
2 uvesidwen

e "'ld
tm_t__bﬂui Z(Z{J_:mz(zﬂg

5002 Jaquasaq Of TeESUBL J5VQ / |9 /L ‘ON 35 uRapdme]



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

=
=
£
g
=]
o
—
i g e —— Vg s 13O
HWY HIHAY NYIVETTIANSd NVLVINVG DN VEVOONITIIANSd NYNVINMINL NYNOdY
6 ueydiie

G002 JeqmssaQ Of TEEBuUEL 4SVd / 19 /L "ON IS Ueajdwe]


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

iy U“ 3
- e Rl
= = ...nﬂ
g =
& &5 =
m | = “
g =
S
=3
- -
nu
Ay umevamdus, g mane vop Buiany Efigiiiiigi.gg o e By ;Eiﬁi?iiiﬂ!j
SER Ry
yer = 2 P ik 30034
..................... ‘Ld
nnéhrgﬁnggg
0l uendwe

G002 Jaqussaq Qf TEFPUSl 4SYQ / L9 /L "ON 35 ueaydwe



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

